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Total	Nilai Transaksi Pengadaan &	Proporsi Realisasi Transaksi Paket
Pengadaan Pemerintah Yang	dimenangkan Pelaku Usaha	Kecil	2020	



REGULASI DAN KEBIJAKAN 
PENGADAAN



40% BELANJA PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG 

DIBIAYAI APBN DAN APBD 
DIPERUNTUKKAN BAGI UKM*

*UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



E-Purchasing
Dengan menggunakan Katalog Nasional, Katalog Sektoral, ataupun Katalog 
Lokal

Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018

Pengadaan Langsung
Sampai dengan Rp. 200 juta untuk  Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya atau sampai  
dengan Rp. 100juta untuk Konsultansi

Penunjukan Langsung
Apabila memenuhi salah satu dari Keadaan  Tertentu

MenetapkanMetode
Pemilihan, evaluasidan

carapenyampaian

Tender Cepat
Spesifikasi dan volume dapat ditentukan, pelaku  usaha ada dalam SiKAP, peserta 
menawar  harga, evaluasi berdasarkan harga terendah

Tender
Metoda pemilihan penyedia dengan banyak pilihan strategi dan kriteria



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Pasal 69
1. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik

menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

2. LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 3
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung



Rp.	0	sd	Rp.	50	juta Diatas	Rp.	Rp.	50	juta	sd	Rp.	200	juta

Pengadaan Langsung dalam Skema Aplikasi

PENGADAAN	
LANGSUNG

Untuk komoditas/ 
produk yang sdh

tersedia

BELA PENGADAAN

Untuk produk
yang belum

tersedia dalam
Bela Pengadaan; 
atau pengadaan

yang sudah
dilaksanakan

secara manual

SPSE 4.3 PENCATATAN

Pengadaan
barang/pekerjaan

konstruksi/jasa
lainnya sd Rp. 

Juta; atau
Pengadaan

konsultansi sd
Rp. 100 juta

PENGADAAN 
LANGSUNG SECARA 

ELEKTRONIK SPSE 4.3 
(TRANSAKSIONAL)

Untuk
pengadaan yang 

sudah
dilaksanakan

secara manual

SPSE 4.3 PENCATATAN



PENGADAAN LANGSUNG SECARA 
ELEKTRONIK



Pentingnya Pengadaan Langsung Secara Elektronik
Berdasarkan Data Perencanaan Pengadaan K/L/PD 2019

No. Interval Nilai Paket Klasifikasi Jumlah 
Paket

Kumulatif 
Paket % Paket Nilai Paket 

(Rp Milyar)

Kumulatif 
Nilai Paket 
(Rp Milyar)

% Nilai

1 > Rp 1 Triliun
A 448 448 0,03% 107140,61 107140,61 15,98%

2 > Rp 100 Milyar - ≤ Rp 1 Triliun
3 > Rp 2,5 Milyar - ≤ Rp 100 

Milyar
B 215870 216318 12,24% 485330,33 592470,94 72,39%4 > Rp 1 Milyar - ≤ Rp 2,5 Milyar

5 > Rp 200 Juta - ≤ Rp 1 Milyar
6 > Rp 100 Juta - ≤ Rp 200 juta

C 1547231 1763549 87,73% 77943,14 670414,08 11,63%7 > Rp 50 Juta - ≤ Rp 100 juta
8 ≤ Rp 50 Juta

Total 1763549 100,00% 670414,08 100,00%

Artinya:
1.	88,37	persen	dari	belanja	pengadaan	nasional	yang	diumumkan	dibelanjakan	untuk	12,27	persen	paket	dengan	nilai	paket	di	atas	Rp	200	juta;
2.	Hanya	11,63	persen	dari	belanja	pengadaan	nasional	yang	diumumkan	dibelanjakan	untuk	87,73	persen		paket	dengan	nilai	paket	dibawah	Rp	200	jt.



PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK
Mewajibkan melakukan Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang	prosesnya dimulai dari pembuatan paket sampai dengan

penetapan penyedia dilakukan secara elektronik (melalui SPSE	4.3	pada fitur Non	Tender	Pengadaan Langsung secara elektronik)	

1. Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah); 

2. Pengadaan Barang dan Jasa
Lainnya dengan nilai paling 
sedikit Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); 

3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) 

USAHA	MIKRO	DAN	USAHA	
KECIL	*)

Catatan :	untuk Pengadaan Langsung di	Papua	dan Papua	Barat	(sd.	Rp.	200	juta untuk
Jasa Konsultan dan Rp.	1	miliar untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya)



Definisi Usaha Kecil
UMK

02

USAHA KECIL

01
a.memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

b.memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp300.000.000,00. 

USAHA MIKRO

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 
s.d paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 s.d paling banyak
Rp2.500.000.000,00

Sumber : Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



PERSYARATAN PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN LANGSUNG 
SECARA ELEKTRONIK

PERSYARATAN PENYEDIA 
BARANG/JASA

PERSYARATAN UNTUK 
MENGGUNAKAN 

SISTEM

SYARAT UNTUK 
MENDAPAT AKUN 

SPSE

1. Memiliki ijin usaha
2. Memiliki TDP, kecuali bagi

Usaha Mikro tidak wajib
3. Memiliki NPWP dan SPT 

tahunan
4. Tempat usaha jelas
5. Memiliki pengalaman

sejenis minimal 1 kali 
dengan pemerintah, 
swasta atau perorangan

Memiliki akun Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dari
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik di 
Kementerian/Lembaga/ 
Provinsi/ 
Kabupaten/Kota

Mendaftar secara
online ke LPSE 
dengan
melampirkan :
1. KTP Direktur
2. NPWP 

Perusahaan



BISNIS PROSES PENGADAAN LANGSUNG DALAM 
SPSE 4.3*)

Note:	Pengadaan	Langsung	dalam	SPSE	4.3	termasuk	
bagian	dari	Non	Tender



https://www.youtube.com/watch
?v=4_T5SpZMbWk&feature=yo
utu.be

Video Tutorial Pengadaan Langsung Secara Elektronik



BELA PENGADAAN DALAM KONTEKS 
PENGADAAN LANGSUNG



101001101001000010101
0011110111011011011010
101000011100101011001
010100111010100010101
0001011010110110110100
010101110001010100010
1000101110101100010011
010011010010000101010
0111101110110110110101
010000111001010110010
101001110101000101010
0010110101101101101001

BELA	PENGADAAN

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui
kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) atau e-Marketplace. Aplikasi ini digunakan
oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah untuk
Pengadaan Langsung Barang/Jasa Produk Dalam Negeri
melalui Usaha Mikro dan Kecil dengan nilai paling banyak
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Website : https://belapengadaan.lkpp.go.id



PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BELA PENGADAAN

INTEGRASI

PPMSE/
E-Marketplace

Pelaku Usaha
Mikro & Kecil

Pejabat Pengadaan
K/L/PD

LKPP

Pejabat Pengadaan memesan 
barang/jasa yang dijual oleh

Usaha Mikro & Kecil
melalui

Bela Pengadaan LKPP

PPMSE/e-Marketplace yang telah
lulus verifikasi dan terintegrasi

dengan aplikasi Bela Pengadaan
LKPP  yang dapat digunakan oleh

Pejabat Pengadaan

Pelaku Usaha Mikro & Kecil 
mendaftar dengan PPMSE/ e-
Marketplace (bukan ke Bela 

Pengadaan LKPP) agar 
barang/jasanya dapat dipesan oleh

Pejabat Pengadaan



PPMSE / E-MARKETPLACE YANG TELAH
BERGABUNG DENGAN BELA PENGADAAN

Pelaku Usaha Mikro & 
Kecil dapat

menghubungi 6 (enam) 
PPMSE / e-Marketplace 

(jumlah yang telah
terintegrasi dan akan
terus bertambah)  dan
bukan daftar ke Bela 

Pengadaan LKPP agar 
barang/jasanya dapat
dipesan oleh Pejabat

Pengadaan

Bhinneka

Blibli

BukaPengadaan

Gojek

Grab

Shopee



CARA PEDAGANG/MERCHANT UMK BERPARTISIPASI DALAM
BELA PENGADAAN DAN PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN 
(1)

• Bhinneka
• Verifikasi alamat email
• Bukti transfer untuk lisensi penggunaan 

CRINOID (aplikasi manajemen produk, stok, 
harga, promosi, dan laporan penjualan lintas 
e-Marketplace)

• Blibli
• Verifikasi alamat email

• BukaPengadaan
Verfikasi atas informasi/dokumen
• Identitas Perusahaan (nama, telepon, email, 

website, alamat, contact person)
• Rekening Bank
• NPWP
• Surat Izin usaha
• Kesediaan Surat Dukungan
• Akta Pendirian (dan perubahan jika ada)
• KTP Direktur
• Surat Bukti Kedudukan Penjual
• Company Profile

Pelaku Usaha Mikro & Kecil dapat menghubungi PPMSE / e-Marketplace yang telah
bergabung dengan Bela Pengadaan LKPP dengan prosedur sesuai ketentuan masing-

masing PPMSE / e-Marketplace 



CARA PEDAGANG/MERCHANT UMK BERPARTISIPASI DALAM
BELA PENGADAAN DAN PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN 
(2)

• Grab • Gojek
Verfikasi atas informasi/dokumen
• Identitas Perusahaan (nama, telepon, email, 

website, alamat, contact person)
• Rekening Bank
• NPWP
• Surat Izin usaha
• Kesediaan Surat Dukungan
• Akta Pendirian (dan perubahan jika ada)
• KTP Direktur
• Surat Bukti Kedudukan Penjual
• Company Profile

Pelaku Usaha Mikro & Kecil dapat menghubungi PPMSE / e-Marketplace yang telah
bergabung dengan Bela Pengadaan LKPP dengan prosedur sesuai ketentuan masing-

masing PPMSE / e-Marketplace 



CARA PEDAGANG/MERCHANT UMK BERPARTISIPASI DALAM
BELA PENGADAAN DAN PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN 
(3)

• Shopee

Pelaku Usaha Mikro & Kecil dapat menghubungi PPMSE / e-Marketplace yang telah
bergabung dengan Bela Pengadaan LKPP dengan prosedur sesuai ketentuan masing-

masing PPMSE / e-Marketplace 



CARA PEJABAT PENGADAAN MELAKUKAN
PENGADAAN LANGSUNG DALAM BELA PENGADAAN (1)

1. Login ke dalam SPSE melalui 
masing-masing LPSE

2. Klik link “e-Procurement 
Lainnya” pada bagian atas 
aplikasi SPSE untuk masuk 
ke
Portal INAPROC.ID

Setelah masuk SPSE, user 
klik

Aplikasi e-Procurement 
Lainnya 



CARA PEJABAT PENGADAAN MELAKUKAN
PENGADAAN LANGSUNG DALAM BELA PENGADAAN (2)

3. Pada Portal 
INAPROC.ID, pilih 
Aplikasi Bela 
Pengadaan

Setelah masuk 
INAPROC, user klik

Aplikasi Bela Pengadaan



CARA PEJABAT PENGADAAN MELAKUKAN
PENGADAAN LANGSUNG DALAM BELA PENGADAAN (3)

4. Pilih Komoditas dan e-Marketplace yang menyediakan barang yang akan 
dibeli atau jasa yang akan digunakan

5. Selanjutnya ikuti petunjuk / panduan penggunaan sesuai masing-masing e-
Marketplace

















HELP DESK (TEMPAT BERTANYA)

Penanya

e-Marketplace

Pertanyaan umum

Pertanyaan khusus Contact Center
setiap e-Marketplace

Contact Center LKPP
144 / (021) 29935577



Terima Kasih


